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DuTaE% Akta Notaris Sri Lestari Roespinoaéji S.H  Homor
; tanggal 3 Januar] 1995 tentang péndirian Yayasan/
Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Péndidilkan Harapan
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Pertama : Memberi 1izin kepada VYayasan Pendidilcan Harapan:
i - Bangga_d?. Hartono Boulevard Kav. 10 Tangerang untuk
K mendirikan SO Harapan Bangsa mulai * tahun - pelajaran
S : 1995/1996. '
Kedué{ ' : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Feputusan
¥ 1Nt ‘berlaku sepanjang mematuhi semua Ketantuan vang
i bertaku dan wajib melakukan daftar ulang ( .Herregis-
H ] trasid setiap awal tahun pelajaran kepadsa Bidang
H Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
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Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwi)
; Dekdikbud Propinsi Jawa Barat Untulk melalsanalian
i pembinaan demi kelancaran penyelengaraan seknlah
o tersebut pada pasal pertama.
Keempht : Ha?—h@] yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
i' : Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersandiri.
Kelimh ’ : Keputusan 1ini mulai beriaku pada tanggal ditetaphan
' ' dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadahan perbai-
w kan seperlunya. -
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TEMBUSAN : :
Manteri Dikbud di Jakarta; .
Irfjen Depdikbud di Jakarta; '
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Memperhatikan
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‘Ka! Kandepdikbud Kab. Tangerang
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Dirjen Dikdasmen Depdikbud dji Jakarta; ‘
Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jalkarta
Kormih Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Kaji Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar:

Ka', .8id. Dikdas Kanwi]l Depdikbud Prop. Jabar;
Walikotamadya KDH. TK. I1 Tangerang ;
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Perizinan Berusaha lerintegrasi

‘ secara Elektronik,
Lembaga, Gubemur, Bupati/Walikota, 1

24 Tahun 201% lentang Pelayanan

untuk dan atas nama Menter:. Pimpinan
embaga OSS menerbitkan 1zin Komers

yang belum memenuhi komitmen kepada e
Nama Usaha . Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA
INDONESIA
Nomor Induk Berusaha . 9120001480215
Alamat Perusahaan . JALAN PULAU PUTRI RAYA KAV.10, KOTA MODERN
Lokasi Usaha
a. Alamat . JL. Pulau Putri Raya Kav.10 Kota Modern
b. Desa/Kelurahan . Kelapa Indah
c. Kecamatan . Tangerang
d. Kabupaten/Kota :  Kota Tangerang
e. Provinsi :  Banten

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

|. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha
menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang- an.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal . 28 Januari 2020
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